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ABSTRAK

Pajak Kendaraan Bermotor merupokan bagion dar pajak dacrah, dimana Pajak Eendsranm Bermotor merupnkan
sumber penerimaan pajak doerah terbesor guna membiayai pembangunan di Provinsi Sumatera Barst. Perkembangan
penerimain Pajak Kendaraan Bermotor selalu mengalami perupgkaton sedinp fahunnya, Tujuzn penelitizn ini adalah
untuk  mengetehei dan menganalisis  perkembangan Pajak  Kendaraan Bermotor dan fakies fFaklor yang
mempenggerubinyi di Provind Sumaters Baed, Beberapa fkior yang diperkirakon memiliki pengarah yang positif dan
signifikan adalah jumlah kendarsan bermodor, PORE, dan Jumizh Karyawan Permungd Pojak Kendaraon Bermotor.
ata vang digunakon dalnm studi ini adalah datn sekunder dari tahun 1999 — 2008, Setelah dilakukan pengnijian dengan
menggunakan persamaan cegrest lernvada faktor vang memiliki pengaruh positif dan sigifikan adalah Jumbah
kendaraan Bermotor dan PDRA. (Meh karena ik PEMDA perlu meningkatkan kinegja dari karyawan pemungut pajak
kendaraan bermator schingea diharapkan lebih berperan meningkatkan penermaan Pajak Kendorsan Bermotor di masa
menchitang, Disamping itu PFEMDA juin perlu mendorong wajib pajak kendaraan bermotor dalem membayar pojok.
Hal ini dapat dilakukan melalui sistem pendatasn yang lebih baik dun berkualitas,
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BARB1
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang

Pembangunan adalah  usaha untuk mengadakan suatu  perubahan  dan
kemajuan atay pertumbuhan, dimana pembangunan dacarah juga merupakan sustu
bagian dari integral dari pembangunan nasional yang bertujusn untuk meningkatkan
taral hidup masyarakat baik moral maupun materil. Tujuan pembangunan vaitu unfuk
menscjahterakan kehidupan bangsa dan negara menuju masyarakat yang adil dan
makmur dan adil . Untuk dapat melaksanakan kegiatan pembangunan daerah secara
berkelanjutan, maka Pemerintah Daerah membutuhkan dang yvang cukup besar setiap
tahunnya, Oleh karena itu, Pemerintah Daerah dituntut untuk dapat menggali setiap
polensi yang ada didaerahnya, baik itu potensi sumberdaya manusia (SDM) maupun
potensi sumberdaya alam (SDA) semaksimal mungkin. Selain itu, pemerintah di
tuptut untuk adil dalam melakukan proscs pembangunan. Milai keadilan dalam
pelaksanaan pembangunan dapat dimaknai dengan adanya kesamaan jumlah barang
dan jasa vang didapat, memiliki utilitas vang scsuai dengan masing-masing uszha

dan tercapainya kepuasan maksimum masing-masing warga negara ("ratama, 1999,

Undang—Lndang nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
menjelaskan  bahwa  pengelolaan  daerah  lebih  dititikberatkan pada  daerah
Kabupaten/Kota, sedangkan Daerah propinsi adalah Daerah Otonom sekaligus
sebagai wilavah administrasi yang melaksanakan kewenangan pemerintah pusat vang
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didelegasikan kepada Gubernur, Propinsi bukan merupakan daerah atasan kabupaten
atau daerah kota. Jadi antara Daerah Otonom Propinsi dengan Daerah Ctonom

Kabupaten atau Daerah Kota tidak memiliki hubungan hierarki.

Menurut Undang-Undang Mo, 22 tshun 1999 Tentang Pemerintah Daerah dan
Undang-Undang No. 25 wahun 1999 tentang Perimbangan  Keuangan Pusat

dan/dacrah, bahwa Penerimaan Daerah terdin dar :

a. Penerimaan Asli Dacrah (PAD) vang terdiri dari :
| Hasil Pajak Daerah
2 Hasil Retribusi Daerah
3 Hasil Perusshaan Milik daerah, Hasil Penpelolaan Kekayaan Daerah
lainnya vang dipisahkan
4 Lain — lain Pendapatan Asli Dacrah vang sah,
b, Dana perimbangan terdiri dari :
| Bagian daerah dari Penerimasn Pajak Bumi dan Bangunan, Bea
Perplehan Atas Tanah dan Bangunan, dan Penerimaan dari Sumber Daya
Alam.
2  Dana Alokasi Umum (DAL
3 Dana Alokasi Khusus (DAK)
¢, Pinjaman Daerah
d. Lain - lain penerimaan sah,

Makin luas otonemi daerah diberikan oleh sustu daerah, makin besar

tanggung jawab daerah serta makin besar biaya penyelenpparasnnya, Nulah
2
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BAB V1

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisa pada bab — bab sebelumnya,

maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebapai berkut ;

1.

Penerimaan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Sumaters Baral terus
meningkat setiap tahun, Peningkatan penerimaasn Pajak Kendaraan Bermotor
ini dikarenakan olch semakin banyaknya kendaraan yang ads di Sumatera
Barat. Jumlah kendarasn yang diteliti adalah kendaraan bermotor roda empat
dan sepeda motor yang membayar pajak, vaitu Mobil sedan, jeep, buss, pick—
up { truck dan sepeda motor, Tahun 1999 jumlah kendaraan bermotor hanya
sebanvak 283.262 unit dan tahun 2008 meningkat menjadi 1,426,158 unit, rata
— rata meningkat 8.99 % setiap tahun. Selain o adanya penerimaan Pajak
Kendaraan Bermotor (PKB) wvang terus memingkat juga discbabkan olch
semakin meningkatnva kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya
serta . semakin batknya atas penpelolasn pemungutan  pajak  kendaraan
bermotor yang dilakukan secara terpadu memalui sistem vang  disebut
SAMSAT. Adapun peningkatan penenmasn Pajak Kendarsan  Bermotor

(KB} dari RP.30.481,451.800 tahun 1999 menjadi Rp. 214007572, 186 pada

tahun 2008, Dalam kurun waktu 10 tahun terschul rata — rata penerimaan
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